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ABSTRAK

Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar
Negeri di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Yusuf Qohary, Edy Sutrisno
yusuf.2441021011 (@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini membahas evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan
perjalanan dinas luar negeri pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai instrumen strategis dalam
peningkatan kapasitas aparatur. Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai
permasalahan ditemukan dalam praktik pelaksanaan, mulai dari ketidaktepatan
perencanaan, proses persetujuan yang lambat, keterlambatan pelaporan, perbedaan
interpretasi regulasi keuangan negara, hingga belum optimalnya pemanfaatan hasil
perjalanan bagi penguatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menilai
efektivitas, efisiensi, serta tingkat akuntabilitas penyelenggaraan perjalanan dinas
luar negeri dengan mengacu pada tiga dimensi utama, yaitu kejelasan konten
kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat masih
adanya ambiguitas regulasi, keterbatasan kompetensi teknis, belum terintegrasinya
sistem digital pendukung, lemahnya disiplin pelaporan, serta ketiadaan sistem
manajemen pengetahuan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan kejelasan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
digitalisasi proses layanan perjalanan, penguatan mekanisme pengawasan, serta
pengembangan platform manajemen pengetahuan untuk memastikan seluruh hasil
perjalanan dapat diakses dan dimanfaatkan secara kolektif. Temuan ini diharapkan
dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan tata kelola perjalanan dinas luar negeri
agar lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: kebijakan publik, perjalanan dinas luar negeri, implementasi kebijakan,
evaluasi kebijakan, tata kelola pemerintahan.
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ABSTRACT

Evaluation of the Implementation of Foreign Official Travel Policy at the
Agency for Marine and Fisheries Extention and Human Resource Development

Yusuf Qohary, Edy Sutrisno
yusuf.2441021011 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research discusses the evaluation of the implementation of the foreign official
travel policy within the Agency for Marine and Fisheries Human Resources
Extension and Development as a strategic instrument for civil apparatus capacity
building. This study is crucial because various issues were found in its practical
execution, ranging from inaccurate planning, slow approval processes, late
reporting, differing interpretations of state finance regulations, to the suboptimal
utilization of travel outcomes for institutional capacity strengthening. The study
aims to assess the effectiveness, efficiency, and level of accountability in the
implementation of foreign official travel by referencing three key dimensions: policy
content clarity, institutional capacity, and accountability mechanisms. The findings
indicate that the policy implementation is not yet optimal due to existing regulatory
ambiguity, technical competence limitations, the lack of integrated digital support
systems, weak reporting discipline, and the absence of an adequate knowledge
management system. This research recommends strengthening regulatory clarity,
improving the capacity of the apparatus's human resources, digitalizing travel
service processes, reinforcing supervisory mechanisms, and developing a
knowledge management platform to ensure all travel outcomes can be collectively
accessed and utilized. These findings are expected to serve as a basis for improving
the foreign official travel policy and governance to be more effective, efficient, and
accountable.

Keywords: public policy, foreign official travel, policy implementation, policy
evaluation, government governance
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BABI
PERMASALAHAN PENELITIAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
merupakan salah satu instrumen strategis dan krusial dalam administrasi
publik modern yang digunakan pemerintah Indonesia, termasuk di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya di
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan (BBPSDM KP) guna meningkatkan kapabilitas Aparatur Sipil
Negara (ASN). Hal itu tentu saja sejalan dengan arahan Presiden Republik
Indonesia yang menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai prioritas pembangunan nasional.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan
PDLN itu sendiri adalah:

perjalanan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat lainnya,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditugaskan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk
wilayah Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah
Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor luar/dalam
negeri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan
perikanan.

Selain itu, penyelenggaraan PDLN harus dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja Kementerian;

c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja negara; dan

d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah dan
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.



Sedangkan jenis PDLN dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:

sidang/pertemuan/diskusi;
seminat/lokakarya/workshop/simposium;
pameran/promosi/expo;

tugas belajar;

pelatihan;

studi banding;

penelitian;
penempatan/pengumandahan/detasering;
penugasan sebagai Tenaga Ahli;
pembinaan/pengawasan/inspeksi/factory acceptance test;
kunjungan Presiden/Wakil Presiden; dan
kunjungan Menteri.

—RT BRSO AL O

Dalam kerangka analisis content of policy, kebijakan
penyelenggaraan PDLN sebagaimana terdapat dalam Permen KP Nomor
48/2021, dimana kebijakan tersebut memengaruhi keberhasilan
implementasi penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP. Aspek tujuan
kebijakan mencakup visi normatif penyelenggaraan PDLN sebagai
instrumen peningkatan kompetensi ASN dan penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik. Namun, persoalan muncul ketika tujuan strategis
tersebut gagal diterjemahkan ke dalam kriteria operasional yang objektif,
sehingga memicu risiko pergeseran orientasi dari upaya peningkatan
kapasitas menjadi sekadar pemenuhan penyerapan anggaran. Selanjutnya,
aspek ini juga mengevaluasi ketepatan sasaran kebijakan yang ditujukan
bagi pegawai di lingkungan BPPSDM KP. Fokus evaluasi diarahkan untuk
menilai apakah penetapan peserta telah relevan dengan tugas dan fungsi
organisasi atau justru memunculkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi
kesempatan keberangkatan. Hal ini berkaitan erat dengan manfaat
kebijakan, di mana dampak positif yang diharapkan seperti adopsi praktik
dan alih teknologi maupun penguatan jejaring kerja sama internasional,
sejatinya bertransformasi menjadi aset kolektif organisasi, bukan hanya
menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi individu yang berangkat.

Peningkatan kapasitas aparatur melalui program internasional hanya akan



memberikan dampak organisasi (organizational impact) jika terdapat
mekanisme formal untuk mentransformasikan pengetahuan individu
menjadi modal intelektual lembaga (Bontis et al., 2002).

Implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh kejelasan
aturan dan prosedur teknis terkait mekanisme perizinan hingga pelaporan.
Adanya ambiguitas dalam aturan teknis, seperti pada kategorisasi status
pembiayaan maupun klasifikasi kegiatan, sering kali menciptakan celah
penafsiran bagi para pelaksana di lapangan. Ketidaksinkronan antara detail
teknis dengan realitas operasional di BPPSDM KP inilah yang pada
akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hal ini
sejalan dengan pandangan (Grindle, 1980) yang menyatakan bahwa
implementasi kebijakan bukan sekadar masalah administratif, melainkan
sebuah proses yang dipengaruhi oleh konten kebijakan itu sendiri. Kejelasan
mengenai siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, menentukan
apakah sasaran kebijakan dapat dicapai secara efektif.

Penegasan tersebut secara normatif dituangkan dalam Surat Edaran
Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/MSN/LN.00/12/2024 yang menjadi
pedoman terkini dalam tata kelola PDLN. Dokumen ini memperkuat aspek
content of policy dengan menegaskan bahwa PDLN bukanlah hak atau
kegiatan rutin, melainkan instrumen strategis yang hanya diberikan untuk
kegiatan bersifat mendesak, memiliki manfaat nyata, dan tidak dapat
digantikan melalui komunikasi virtual. Kebijakan ini menuntut BPPSDM
KP untuk memastikan setiap usulan PDLN memiliki return on investment
yang tinggi serta relevansi yang kuat terhadap tugas dan fungsi dan
mendukung kinerja organisasi. Kegagalan dalam memastikan aspek-aspek
tersebut bukan sekadar inefisiensi, melainkan bentuk pelanggaran terhadap
esensi kebijakan itu sendiri. Hal tersebut menguatkan pernyataan yang
dikemukakan oleh Dwivedi & Jabbra (1989) yang menyatakan bahwa
akuntabilitas dalam administrasi publik menuntut agar setiap penggunaan

sumber daya negara tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara



prosedural, tetapi juga harus dibuktikan relevansinya terhadap pencapaian
kinerja organisasi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara
standar kepatuhan tinggi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan realitas
implementasi di lapangan. Berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan
oleh BPK, risiko ini terdeteksi melalui adanya perbedaan interpretasi aturan
keuangan dan deviasi antara usulan serta realisasi PDLN pada periode
2022-2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwakejelasan konten kebijakan
belum sepenuhnya selaras dengan pemahaman aktor pelaksana di tingkat
teknis. Fenomena interpretation gap dan risiko diskresi dalam penerapan
aturan teknis menjadi tantangan utama. Penelitian Dela Cruz & Santos
(2020) menunjukkan bahwa ambiguitas regulasi seringkali memicu praktik
yang tidak seragam antar unit kerja.

Selain aspek konten, hambatan besar juga ditemukan pada aspek
context of implementation, Khususnya terkait kapasitas kelembagaan dan
mekanisme akuntabilitas. Sebagai unit kerja strategis dalam penyiapan
SDM kelautan dan perikanan, BPPSDM KP mengelola volume PDLN yang
tinggi dengan proses birokrasi berjenjang yang melibatkan lintas
Kementerian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Zulkifli & Ahmad (2019), proses birokrasi yang panjang tanpa didukung
koordinasi dan sistem manajemen yang optimal cenderung melahirkan
inefisiensi. Meskipun digitalisasi dianggap sebagai solusi potensial
(Rudzikyani et al., 2025).

Dalam implementasi  kebijakan = penyelenggaraan  PDLN,
keberhasilan sangat bergantung pada kualitas isi kebijakan (confent of
policy) yang mampu mengarahkan implementasi ke arah tujuan strategis
organisasi. Namun, realitas operasional di BPPSDM KP menunjukkan
adanya tantangan mendasar pada aspek perencanaan dan seleksi peserta. Hal
tersebut ditunjukan dengan belum adanya perencanaan rutin berbasis

kebutuhan pengembangan pegawai dan belum ada mekanisme seleksi



peserta PDLN. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan PDLN
belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan strategis yang jelas
dan terukur, melainkan sering kali didorong oleh faktor kesempatan atau
sekadar penyerapan ketersediaan anggaran.

Kondisi tersebut diperumit dengan proses seleksi peserta yang
dinilai masih kurang transparan dan belum sepenuhnya berbasis pada
kriteria kompetensi yang objektif. Adanya ruang diskresi yang besar dalam
penentuan peserta mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan di tingkat
operasional berpotensi menyimpang dari mandat strategis pengembangan
SDM kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk
meninjau kembali bagaimana isi kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam
instrumen operasional agar PDLN tidak hanya dipandang sebagai rutinitas
administratif, melainkan sebagai investasi pengembangan kapasitas yang
tepat sasaran dan akuntabel.

Aspek akuntabilitas pasca PDLN juga menjadi hal penting yang
perlu diperhatikan. Merujuk pada SE Mensesneg B-32/2024 mewajibkan
pelaporan maksimal dua minggu setelah kegiatan, namun data empiris
menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan yang konsisten di BPPSDM
KP. Fenomena ini selaras dengan temuan Rani & Sharma (2023) mengenai
lemahnya disiplin pelaporan dan mekanisme sanksi. Tanpa evaluasi yang
mendalam, penyelenggaraan PDLN berisiko terjebak pada formalitas
administrative semata dan gagal mencapai akuntabilitas kinerja yang
menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan sektor kelautan dan
perikanan.

Berdasarkan kompleksitas regulasi serta adanya kendala struktural
dalam proses persetujuan dan pelaporan, penelitian ini menjadi relevan
untuk dilakukan guna mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan PDLN di
BPPSDM KP secara komprehensif. Fokus utama penelitian ini bukan

sekadar pada aspek penghematan fiskal, melainkan pada upaya membedah



akar permasalahan dalam proses implementasi dan merumuskan model
perbaikan tata kelola penyelenggaraan yang lebih adaptif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy) untuk
mengoptimalkan mekanisme kerja dan prosedur operasional PDLN.
Tujuannya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan PDLN di BPPSDM
KP bertransformasi menjadi sebuah proses yang akuntabel, transparan, dan
sistematis, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan
dampak strategis bagi penguatan kapasitas organisasi dan kompetensi SDM
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia layanan, ASN
dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi aparatur yang adaptif dan responsif
terhadap dinamika global. Oleh karena itu, investasi negara yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan PDLN, yang melibatkan kompleksitas
regulasi dan akuntabilitas anggaran menjadi subjek yang perlu dilakukan
evaluasi secara mendalam. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan
bahwa implementasi kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan
keselarasan hasilnya benar-benar tercapai sesuai dengan visi organisasi dan

mandat pembangunan SDM yang diemban oleh instansi penyelenggara.

Tahun Jumlah Realisasi % Tepat Waktu | Terlambat %
Usulan PDLN Realisasi | Pelaporan (>10 hari) | Keterlambatan
2022 28 26 92,86% 20 6 23,08%
2023 39 36 92,31% 28 8 22,22%
2024 37 34 91,89% 25 9 26,47%
2025* 26 24 92,31% 18 6 25,00%

Tabel 1.1 Rekap Pengusulan Fasilitasi PDLN BPPSDM KP
Sumber: (BPPSDM, 2025, diolah peneliti)
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Gambar 1.1 Rekap Fasilitasi PDLN BPPSDM KP Tahun 2022-2025
sumber: (Sekretariat BPPSDM KP, 2025 diolah peneliti)

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah usulan PDLN dari tahun ke
tahun relatif cukup berfluktuasi, dengan tren peningkatan dari 28 usulan
pada tahun 2022 menjadi 39 usulan pada 2023, kemudian sedikit menurun
menjadi 37 usulan pada 2024, dan turun cukup signifikan menjadi 26 usulan
pada 2025. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 Menteri
Sekretaris  Negara  mengeluarkan  Surat Edaran nomor B-

32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar



Negeri yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah
serta kepala daerah. Surat ini dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden
Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6
November 2024. Salah satu poin dalam edaran surat ini mengatur perjalanan
luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif yang hasil
kongkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan
pembangunan daerah serta kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan
sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

Sementara jumlah realisasi PDLN terhadap usulan cukup konsisten,
berada pada kisaran 91-93%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa
sebagian besar usulan berhasil dilaksanakan. Namun demikian, hal yang
perlu dicermati adalah data/indikator pelaporan hasil pelaksanaan PDLN
justru memperlihatkan ada sedikit kendala dalam hal keterlambatan
pelaporan pasca kegiatan PDLN. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa
keterlambatan pelaporan PDLN masih cukup tinggi dan konsisten berada di
atas angka 20% setiap tahunnya. Sementara pada tahun 2022, terdapat 6
laporan terlambat atau sekitar 23,08% dari total, sementara pada 2023
menurun sedikit menjadi 22,22%, untuk kemudian pada 2024 kembali
meningkat menjadi 26,47% dan pada 2025 menjadi 25%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa meskipun tingkat realisasi PDLN terjaga stabil,
disiplin pelaporan pasca kegiatan masih menjadi kelemahan utama dalam
implementasi kebijakan PDLN di BPPSDM KP, yang berdampak pada

implementasi evaluasi dan akuntabilitas kegiatan.
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Gambar 1.2 Jumlah pegawai yang berangkat per negara Tahun 2022-2025
Sumber: (Sekretariat BPPSDM, 2025, diolah peneliti)



Data di atas menunjukkan, selama periode 2022-2025, terlihat tren
peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan PDLN di berbagai
negara. Pada tahun 2022 jumlah pegawai relatif stabil dengan angka
tertinggi sekitar 16 orang, didominasi oleh negara-negara seperti Thailand,
Jepang, dan Australia, sedangkan pada tahun 2023 distribusi masih merata,
namun terjadi sedikit penurunan di beberapa negara, dengan puncak
sekitar 14 orang. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan, terutama di
negara Thailand dan Jepang, dengan jumlah mencapai 20 orang. Sementara
pada tahun 2025 menjadi tahun paling sibuk, dengan puncak hingga 25
orang, menunjukkan peningkatan aktivitas PDLN yang cukup besar,

khususnya di negara-negara prioritas seperti Thailand, Jepang, dan
Australia.
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Gambar 1.3 Jenis PDLN Tahun 2022-2025
Sumber: (Sekretariat BPPSDM, 2025, diolah peneliti)
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Selama empat tahun terakhir, pola jenis PDLN menunjukkan variasi
kegiatan PDLN yang cukup variatif dan dinamis. Hal tersebut terllihat pada
tahun 2022 dimana jenis PDLN didominasi oleh konferensi (34,28%),
diikkuti oleh training dan diklat sebanyak 25%). workshop menyumbang
2,14%, sedangkan penelitian 3,57%. Ini menunjukkan fokus awal pada
penguatan kapasitas melalui pelatihan dan forum ilmiah. Namun pada tahun
2023 terjadi diversifikasi jenis kegiatan PDLN. Agenda pertemuan mulai
muncul dengan jumlah kegiatan yang cukup dominan (8,38%), sementara
kegiatan workshop dan training relatif kecil (masing-masing 4,76%)
dimana kegiatan diklat tetap memegang peranan penting (9,52%), serta
tentu saja konferensi masih menjadi salah satu kegiatan utama. Tahun 2024
dan 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan variasi jenis kegiatan
dengan adanya kombinasi konferensi, workshop, dan pertemuan yang lebih
seimbang. Hal tersebut mengindikasikan pergeseran dari dominasi satu jenis

kegiatan ke kegiatan lain yang lebih beragam.

Tahun Pag&‘;ﬁgﬁ; ran Realisasi giezuli:lel;llti‘/i(;
2022 382.830.000 382.746.789 99,98
2023 1.495.300.000 1.494.745.496 99,96
2024 1.702.862.000 1.471.218.746 86,40
2025 96.577.000 96.576.419 100,00

3.677.569.000 3.445.287.450

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran PDLN lingkup BPPSDM KP
sumber: (Sekretariat BPPSDM, 2025 diolah peneliti)

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran PDLN periode 2022—
2025 menunjukkan capaian yang relatif tinggi, dengan rata-rata serapan
mencapai 93,7%. Tahun 2022 dan 2023 bahkan hampir mencapai 100%,
sementara tahun 2025 (s.d. Agustus) sudah mencapai 100% meskipun

dengan nilai pagu yang kecil.
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Namun demikian, realisasi anggaran PDLN tahun 2024 menjadi catatan
penting karena terjadi penurunan drastis dimana hanya mencapai 86,40%,
atau terdapat sekitar Rp231,6 juta anggaran yang tidak terserap. Hal tersebut
tentu saja dikarenakan oleh erbitnya Surat Edaran Mensesneg No. B-
32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar
Negeri. Adanya SE tersebut ternyata berdampak di BPPSDM KP, sebab
pada akhir tahun 2024 terdapat penurunan signifikan realisasi PDLN.

faktor eksternal
PDLN

Hal tersebut membuktikan, ternyata juga

berkontribusi pada menurunnya implementasi BPPSDM KP.
Fluktuasi pagu anggaran dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya
dinamika dalam prioritas kebijakan PDLN. Lonjakan besar pada 2023—
2024, disusul dengan penurunan tajam pada 2025, memperlihatkan bahwa

pemerintah masih mencari pola terbaik dalam mengelola anggaran belanja

kegaiatan PDLN.

No L LEY] U;ir;g;a:ﬁrki:: yang | Nijai uH Seharusnya Selisih Uang Harian
1 37.428.982,00 49.248.660,00 11.819.678,00
2 24.952.654,00 24.952.654,40 0,40
3 23.128.286,00 23.128.285,80 0,20
4 52.709.983,00 46.853.318,40 5.856.664,60
5 40.392.324,00 35.904.288,00 4.488.036,00
6 35.753.206,00 31.780.627,20 3.972.578,80
7 37.253.040,00 32.596.410,00 4.656.630,00
8 30.742.800,00 26.899.950,00 3.842.850,00
9 30.453.456,00 26.646.774,00 3.806.682,00
10 38.842.536,00 33.987.219,00 4.855.317,00
11 32.054.520,00 28.047.705,00 4.006.815,00
12 32.054.520,00 28.047.705,00 4.006.815,00
13 22.011.828,00 13.207.096,80 8.804.731,20
14 22.011.828,00 13.207.096,80 8.804.731,20
15 22.011.828,00 13.207.096,80 8.804.731,20
16 19.242.444,00 11.545.466,40 7.696.977,60
Jumiah 501.044.235,00 439.260.353,60 61.783.881,40
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Tabel 1.3. Hasil Temuan Audit BPK Penyelenggaraan PDLN 2023-2025
sumber: (BPPSDM KP, 2025, diolah peneliti)

Tabel diatas menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan
penyelenggaran PDLN menunjukkan adanya perbedaan nilai uang harian
(UH) antara yang dibayarkan dengan yang seharusnya sesuai ketentuan.
Selisih tersebut menandakan bahwa standar biaya perjalanan yang telah
diatur dalam regulasi belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam praktik
administrasi. Adanya perbedaan jumlah uang harian yang dibayarkan dalam
pelaksanaan PDLN pada BPPSDM KP sebagian besar disebabkan oleh
adanya perbedaan penafsiran antara auditor dari BPK dan Bagian Keuangan
Sekretariat BPPSDM KP, meskipun keduanya mempedomani ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sama.

== 40%Uang
= harian

Tempat Kedudukan Tempat Bertolak di Dalam Negeri ~ Bandara/Stasiun/ Tempat Tujuan di
(ON) (Bandara/Kota Tertentu Dilakukan  Pelabuhan/Terminal Bus Tempat  Luar Negeri
Pemeriksaan Imigrasi) Tujuan Di Luar Negeri
Y ! Y Y
Tempat Tempat Betolak di Luar Bandara/Stasiun/ Tempat Tujuan di

Kedudukan (LN Negeri (Bandara/Kota
Tertentu Dilakukan
Pemeriksaan Imigrasi)

PelabuhanyTerminal Bus Tempat Dalam Negeri
Tujuan Di Dalam Negeri

Gambar 1.4 Perhitungan Waktu PDLN
sumber: (Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2022)
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Gambar di atas menjelaskan alur PDLN yang menjadi dasar
perhitungan uang harian dan pertanggungjawaban biaya PDLN. Selama
proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban PDLN, pegawai
BPPSDM KP menjelaska kepada auditor pemeriksa BPK dengan
menjelaskan dan menafsirkan besaran uang harian berdasarkan selama
waktu perjalanan paling tinggi 40% dari tarif uang harian kecuali terdapat
kebutuhan penginapan pada saat transit atau setibanya di tempat tujuan.
Sementara itu, 100% tarif uang harian diberikan apabila terdapat keperluan
penginapan karena keterlambatan moda transportasi atau karena pegawai
telah tiba di tempat tujuan luar negeri, sementara auditor BPK menganggap
selama waktu perjalanan tetap diberikan 40%, meskipun sudah ada
keperluan penginapan, dikarenakan ketibaan sudah larut malam). Perbedaan
penafsiran ini menimbulkan selisih antara nilai uang harian yang dibayarkan
dengan nilai yang seharusnya menurut auditor.

Adanya perbedaan ini merupakan bukti nyata adanya ruang abu-
abu (grey area) dalam implementasi regulasi, di mana peraturan yang
berlaku masih dapat dimaknai secara berbeda oleh pihak pelaksana dan
pihak pengawas. Implikasi dari kondisi ini tidak hanya menimbulkan
ketidakseragaman praktik administrasi, tetapi juga berpotensi menciptakan
risiko temuan dalam audit keuangan negara. Perbedaan penafsiran regulasi
keuangan dalam praktik PDLN tidak hanya menimbulkan koreksi
administratif dan keuangan, tetapi juga mengancam kredibilitas tata kelola
dan akuntabilitas birokrasi. Di sisi lain, jumlah volume PDLN yang padat
juga berarti beban kerja pelaporan dan pengawasan menjadi tinggi, yang
menuntut mekanisme akuntabilitas yang baik. Namun, dalam praktiknya,
terdapat sejumlah masalah akuntabilitas yang teridentifikasi, yaitu:

1. Kelemahan disiplin pelaporan berupa keterlambatan pelaporan lebih
dari 20% secara konsisten dalam kurun waktu tersebut secara tidak
langsung menunjukkan adanya masalah pada mekanisme akuntabilitas

dalam context of implementation. Prosedur pengawasan pasca PDLN
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gagal memastikan tercapainya disiplin, yang pada akhirnya mengurangi
efektivitas pengawasan kinerja organisasi.

2. Implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP
cenderung hanya difokuskan pada rekapitulasi kegiatan dan pemenuhan
kewajiban administratif, tanpa diikuti dengan proses evaluasi
mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan maupun hasilnya (outcome).

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya capaian implementasi
kebijakan penyelenggaraan PDLN, dan tentu saja berpotensi tidak
terintegrasi secara optimal ke dalam tugas, fungsi, dan program kerja
instansi. Selain itu, perbedaan interpretasi aturan keuangan juga
menimbulkan risiko temuan audit yang berulang setiap tahunnya. Dengan
demikian, kelemahan pada context of implementation, kombinasi antara
aspek kapasitas kelembagaan yang inefisien dan aspek mekanisme
akuntabilitas yang lemah, merupakan faktor penentu utama yang
menjelaskan mengapa efektivitas PDLN di BPPSDM KP belum dapat
berfungsi optimal sebagai instrumen strategis pengembangan SDM.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
kerangka hukum yang melandasi objek penelitian ini, berikut disajikan tabel
alur regulasi kebijakan Penyelenggaraan PDLN. Tabel ini merangkum
keterkaitan, ruang lingkup pengaturan, serta implikasi praktis dari setiap

regulasi tersebut bagi pelaksanaan PDLN di BPPSDM KP.

Tingkat Nomor Ruang Lingkup P = Implikasi bagi
Regulasi Regulasi Pengaturan enangsung || gppSpmM KP
Jawab
P Kebijakan umum
Peraturan crpres penyelenggaraan Menjadi dasar
” tentang PDLN . Presiden/Setneg ..
Presiden . hubungan luar negeri umum izin PDLN
(jika berlaku) ;
pemerintah
PMK
Peraturan 164/2015; Tata cara pe}aksanaan, Menjadi acuan
. PMK komponen biaya, standar
Menteri . . Kemenkeu penganggaran dan
Keuanoan 227/2016; biaya, SpJ
g PMK pertanggungjawaban
181/2019
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Tingkat Nomor Ruang Lingkup Penzglmtun Implikasi bagi
Regulasi Regulasi Pengaturan Javgagb g BPPSDM KP
Prosedur internal Meniadiped
Peraturan Permen KP pengusulan, persetujuan, KKP o ZI;; 110131);1 oman
Menteri KKP  ||[No.48/2021 |[pelaksanaan dan PI%LN
pelaporan
SE Mensesneg .. . Membatasi/tunda
Pedoman/Surat| terkait Pengetatan izin, prioritas, .
. Setneg kegiatan PDLN
Edaran pembatasan [|justifikasi kegiatan erient
PDLN erient
Mekanisme teknis Mengatur jalur
ISSgESIS]t\;maI ]SQ,CP?ESI]))%N internal UPT— BPPSDM KP birokrasi teknis
Sekretariat—Eselon I dan administrasi

Tabel 1.4 Alur regulasi kebijakan penyelenggaraan PDLN
Sumber: (BPPSDM KP, 2025 diolah peneliti)

Meskipun secara umum regulasi dianggap memadai, berdasarkan data

dan observasi di lapangan yang dilakukan di Sekretariat BPPSDM,

implementasi penyelenggaraan PDLN masih ditemui kendala dalam

kerangka implementasi kebijakan. Permasalahan ini memperkuat kebutuhan

untuk menguji implementasi kebijakan melalui:

1.

Permasalahan terkait content of policy, meskipun secara umum regulasi
dianggap memadai, masalah pada isi kebijakan muncul dalam tataran
operasional yaitu, perencanaan dan seleksi peserta yang kurang objektif,
dimana terdapat indikasi bahwa tidak semua PDLN didasarkan pada
analisis kebutuhan strategis yang jelas dan terukur, melainkan didorong
oleh kesempatan atau ketersediaan anggaran. Proses seleksi peserta
dilaporkan masih menyisakan ruang perbaikan, kurang transparan, dan
tidak sepenuhnya berbasis pada kompetensi atau kriteria objektif yang
jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan di tingkat
operasional  berpotensi menyimpang dari mandat strategis
pengembangan SDM.

Permasalahan terkait context of implementation dimana aspek ini
berfokus pada lingkungan dan kapasitas kelembagaan yang
memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Volume PDLN yang tinggi di
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BPPSDM KP secara langsung menyoroti tantangan implementasi
sebagai berikut:
a) Kelemahan Kapasitas Kelembagaan (Koordinasi dan Persetujuan).

Birokrasi yang cukup panjang membuat proses persetujuan
PDLN melibatkan alur berjenjang dan lintas unit kerja yang seringkali
memakan waktu yang tidak proporsional. Kondisi ini secara signifikan
menghambat implementasi dan ketepatan waktu pelaksanaan. Selain itu,
minimnya dukungan sistem digital juga membuat BPPSDM KP masih
menghadapi tantangan lain terkait minimnya dukungan sistem digital
yang terintegrasi untuk mengelola PDLN. Ketiadaan platform digital
yang mumpuni untuk pengajuan, pelacakan status, dan penyimpanan
data tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga menyulitkan
transparansi dan akuntabilitas. Fenomena ini mencerminkan kelemahan
pada sumber daya dan sistem pendukung yang krusial dalam context of
implementation.
b) Kelemahan mekanisme akuntabilitas

Dalam hal disiplin penyampaian pelaporan dan akuntabilitas.
Dengan rata-rata keterlambatan pelaporan mencapai lebih dari 20%
setiap tahun, hal ini secara langsung mencerminkan adanya kelemahan
mendasar dalam mekanisme disiplin pelaporan dan akuntabilitas.
Keterlambatan ini menggerus kepercayaan publik dan pimpinan, serta
menghambat integrasi hasil PDLN ke dalam program kerja secara cepat.
Selain itu, pelaporan pelaksanaan PDLN juga masih berfokus pada hal
administratif, bukan berbasis outcome. Laporan hasil pelaksanaan PDLN
cenderung berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif semata
(mencatat kehadiran dan anggaran), dan kurang analitis. Laporan belum
memadai dalam mengupas substansi pembelajaran dan bagaimana best
practice diterjemahkan dan diimplementasikan dalam konteks tugas
BPPSDM KP. Lebih lanjut, ketiadaan evaluasi dampak jangka panjang

dan blm adanya knowledge management. Permasalahan yang lebih
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mendasar adalah tidak adanya mekanisme evaluasi dampak jangka
panjang yang terstruktur dan ketiadaan sistem manajemen pengetahuan
(Knowledge Management System). Akibatnya, pengetahuan, wawasan,
dan jejaring yang diperoleh seringkali terhenti di tingkat individu, dan
gagal menjadi aset kolektif yang mendukung perbaikan kinerja seluruh
BPPSDM KP. Hal ini menunjukkan terputusnya mata rantai antara output
PDLN dengan outcome kelembagaan, menjadikannya isu kritis dalam

context of implementation.

Permasalahan Bukti/Data Pendukung Dampak Unit Terkait

Tidak semua PDLN berbasis [|Potensi mismatch

Perencanaan & ) o UPT, Pusat Teknis,
) kebutuhan; peserta tidak kompetensi, minim )
Seleksi Peserta Sekretariat

selalu relevan transfer knowledge

Sekretariat

BPPSDM, Eselon

o ) ) Kegiatan tertunda,
Koordinasi & Proses panjang, persetujuan

persiapan substansi tidak

Persetujuan lintas unit lambat ) )
optimal I, Setjen
Pelaporan & Gangguan akuntabilitas &{|Peserta PDLN,
) Keterlambatan >20%/tahun ) .
Evaluasi pemanfaatan hasil Sekretariat
Pemanfaatan Hasil berhenti di individu, Tidak ada learning )
Semua unit
Hasil tidak tersebar organisasi
Tidak Ada Hilangnya aset
] o ) Sekretariat
Knowledge Tidak ada repositori resmi pengetahuan
BPPSDM
\Management kelembagaan

Tabel 1.5 Permasalahan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan PDLN di
BPPSDM KP
Sumber (BPPSDM KP, 2025, diolah peneliti)
Permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan
harian PDLN dimulai dari tahap perencanaan, persetujuan, hingga
pelaporan telah menjadi landasan kuat yang menunjukkan adanya

kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian ini secara lebih
mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah secara cermat

bagaimana praktik impelemntasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di
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BPPSDM KP. Penelaahan ini perlu disandingkan dengan konsep, prinsip,
dan standar akuntabilitas yang ideal dalam teori evaluasi implementasi
kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari tahu apa
yang telah dilakukan, tetapi juga mengukur kesesuaian antara norma
kebijakan yang berlaku dengan kenyataan implementasi di lapangan.
Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai
implementasi, efisiensi, dan akuntabilitas implementasi kebijakan
penyelenggaraan PDLN, sekaligus menjadi masukan berupa rekomendasi
berharga bagi BPPSDM KP untuk perbaikan tata kelola kebijakan
penyelenggaraan PDLN di BPPSDM pada masa mendatang.

Berdasarkan kesenjangan implementasi yang telah teridentifikasi
sebelumnya, secara khusus, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana
kejelasan content of policy dan dukungan context of implementation
meliputi perencanaan, koordinasi, kapasitas sistem, dan mekanisme
akuntabilitas apakah sudah optimal dalam mendukung pengembangan SDM
serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi
perbaikan tata kelola PDLN di masa depan. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul
“Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar
Negeri di Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan”

Identifikasi Masalah

Dalam kerangka pengembangan kompetensi ASN di lingkungan
KKP, khususnya BPPSDM KP, penyelenggaraan PDLN memiliki
kedudukan yang sangat strategis. Pelaksanaan PDLN baik dalam bentuk
pelatihan, studi banding, maupun tugas kerja sama, merupakan salah satu
bentuk investasi kelembagaan yang strategis untuk peningkatan kapabilitas
dan wawasan global pegawai di BPPSDM KP yang berfungsi sebagai unit
pengembangan SDM utama. Oleh karena itu, kebijakan penyelenggaraan
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PDLN harus dipandang bukan sekadar urusan administrasi saja, melainkan

sebagai instrumen pengembangan SDM yang harus dijaga implementasi dan

akuntabilitasnya agar penyelenggaraan PDLN benar-benar menghasilkan

ASN yang kompeten dan professional. Pelaksanaannya juga harus

dievaluasi secara mendalam. Evaluasi implementasi kebijakan PDLN ini

menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa instrumen strategis ini
berjalan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Namun demikian,
berdasarkan pengamatan awal peneliti kondisi saat ini masih
memperlihatkan berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik
implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN. Secara singkat, isu utama
dalam implementasi kebijakan penyelenggaraaan PDLN di BPPSDM KP
terletak pada terputusnya mata rantai antara output PDLN dengan outcome
bagi kelembagaan, sebuah indikasi nyata dari kelemahan pada context of
implementation. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi celah
tersebut dengan menguji implementasi kebijakan Penyelenggaraan PDLN

di BPPSDM KP. Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan kondisi saat

ini masih memperlihatkan berbagai permasalahan yang timbul yaitu:

1. Kesenjangan dalam confent of policy, dimana permasalahan ini
berfokus pada kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan PDLN di
tingkat operasional BPPSDM KP dalam proses perencanaan dan seleksi
peserta yang belum optimal. Idealnya, setiap penugasan PDLN harus
menjadi investasi strategis yang didasarkan pada analisis kebutuhan
pengembangan SDM yang matang dan berkelanjutan. Namun, dalam
praktiknya, muncul indikasi bahwa tidak semua PDLN didasarkan pada
kebutuhan strategis yang jelas dan terukur. Terdapat kekhawatiran
bahwa kegiatan PDLN lebih didorong oleh kesempatan atau
ketersediaan anggaran, ketimbang didasarkan pada urgensi dan
relevansi untuk meningkatkan kompetensi spesifik atau pencapaian

target organisasi.
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Kesenjangan dalam context of implementation, dimana permasalahan

ini berfokus pada kelemahan sistem, kapasitas kelembagaan, dan

mekanisme akuntabilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan

PDLN di BPPSDM KP seperti:

a)

b)

Kelemahan kapasitas operasional (koordinasi dan persetujuan)
dimana secara operasional, proses mendapatkan persetujuan untuk
pelaksanaan PDLN sering kali memakan waktu yang tidak
proporsional. Alur birokrasi yang melibatkan persetujuan lintas
unit kerja (mulai dari unit pelaksana, Eselon I, hingga Sekretariat
Jenderal) berjalan secara berjenjang dan lambat. Kondisi ini secara
signifikan menghambat implementasi dan ketepatan waktu
pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan yang bersifat administratif dan kurang analitis dimana
kondisi saat ini, laporan hasil pelaksanaan PDLN cenderung
berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif —semata
(mencatat kehadiran, aktivitas, dan penggunaan anggaran), bukan
instrumen pembelajaran. Akibatnya, laporan yang dihasilkan
seringkali kurang analitis dan belum secara memadai mengupas
substansi pembelajaran dan potensi best practice yang didapatkan
untuk diimplementasikan dalam konteks tugas dan fungsi
BPPSDM KP.

Pemanfaatan hasil PDLN yang terhenti di tingkat individu, dimana
meskipun setiap PDLN menghasilkan aset berharga seperti
pengetahuan baru dan perluasan jejaring kemitraan internasional.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aset-aset ini sering kali
terhenti di tingkat individu, belum ada mekanisme yang menjamin
bahwa ilmu, wawasan, atau jejaring kemitraan tersebut
didistribusikan secara sistematis dan merata kepada unit kerja lain

yang membutuhkan.
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E.

d) Belum adanya sistem manajemen pengetahuan (Knowledge
Management System/KMS). Kondisi ini diperparah oleh belum
adanya sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur. Tidak
adanya platform resmi yang dirancang khusus untuk menyimpan,
mengorganisir, dan memudahkan akses terhadap seluruh laporan
dan hasil PDLN. Akibatnya, potensi investasi yang telah
dikeluarkan untuk membiayai perjalanan tersebut tidak

termanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan kapasitas
kelembagaan BPPSDM KP secara keseluruhan.

Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan
permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Mengapa implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di BPPSDM
KP belum optimal?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di
BPPSDM KP agar lebih optimal?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi  faktor-faktor ~belum optimalnya implementasi
kebijakan penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP.

2. Menyusun strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di
BPPSDM KP agar lebih optimal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan maanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1.

Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam
kajian implementasi dan evaluasi implementasi kebijakan. Penelitian ini juga

dapat memberikan wawasan mengenai penyebab belum optimalnya
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implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN, serta upaya menoptimalkan
kebijakan Penyelenggaraan PDLN.

Dalam bidang praktis, hasil penelitian ini dirapkan menjadi bahan masukan
bagi BPPSDM KP dalam memperbaiki meningkatkan implementasi
kebijakan Penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP, dengan memberikan
rekomendasi kebijakan yang konkret bagi BPPSDM KP dalam perbaikan tata
kelola kebijakan PDLN yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
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BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kebijakan

penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP yang telah diuraikan sebelumnya,

dapat disimpulkan terkait penyebab implementasi kebijakan penyelenggaraan

PDLN di BPPSDM KP belum optimal serta dapat merumuskan strategi

implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP.

1. Penyebab belum optimalnya efektivitas kebijakan disebabkan oleh
interaksi kritis antara dua dimensi utama dalam kerangka teori Grindle
(1980):

a. Kegagalan pada aspek content of policy berupa kejelasan konten
kebijakan dimana regulasi normatif telah tersedia, namun terdapat
kelemahan mendasar dalam penerjemahan tujuan strategis menjadi
kriteria operasional yang objektif. Hal ini menciptakan celah diskresi
yang tinggi dalam perencanaan dan seleksi peserta, di mana PDLN
lebih sering didorong oleh ketersediaan anggaran atau peluang sesaat
(ad-hoc) dibandingkan hasil analisis kebutuhan kompetensi
organisasi yang terukur;

b. Kegagalan pada aspek context of implementation yang belum efisien
dan akuntabel. Secara spesifik, faktor-faktor penyebab belum
optimalnya implementasi kebijakan PDLN yaitu:

1) Context kapasitas kelembagaan yang inefisien, dimana
kapasitas kelembagaan BPPSDM KP terhambat oleh inefisiensi
proses birokrasi dengan adanya alur/proses persetujuan
berjenjang dan memakan waktu panjang serta belum adanya
sistem digital terintegrasi untuk manajemen PDLN. Kondisi ini

merupakan wujud nyata dari struktur birokrasi yang belum
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2.

2)

adaptif, yang secara langsung menurunkan efisiensi biaya dan
waktu;

Context yang lemah akuntabilitas dan mekanisme pengawasan
dimana mekanisme akuntabilitas pasca PDLN mengalami
kegagalan ganda dengan ditemukannya keterlambatan
pelaporan secara konsisten (>20%) yang menunjukkan
rendahnya akuntabilitas formal dan disiplin pelaksana terhadap
batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, kegagalan transfer
pengetahuan dimana penyampaian pelaporan yang hanya
berfokus pada pemenuhan administrasi serta belum tersedianya
KMS formal yang berpotensi menghambat proses transfer
pengetahuan. Akibatnya, investasi PDLN gagal bertransformasi
dari output individual menjadi outcome kolektif yang
berdampak strategis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan
BPPSDM KP secara keseluruhan.

Strategi implementasi kebijakan penyelenggaraan PDLN di BPPSDM

KP berdasarkan teori Grindle mencakup tiga aspek, yaitu:

a.

Strategi Penguatan Content of Policy (Mengatasi Ambiguitas &

Diskresi). Strategi ini bertujuan untuk mengubah kebijakan yang

bersifat normatif menjadi instrumen operasional yang presisi,

sehingga meminimalkan celah diskresi dan subjektivitas dengan

menerapkan/menyusun:

1)

2)

Indikator teknis seleksi peserta yang berbasis pada Gap Analysis
kompetensi. Penentuan peserta tidak lagi berdasarkan
ketersediaan anggaran, melainkan pada urgensi kebutuhan
organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan;
Menetapkan satu rujukan internal yang jelas mengenai standar
biaya (seperti interpretasi tarif 40% vs 100%) untuk
menghilangkan kebingungan administratif dan memitigasi

temuan audit BPK di masa mendatang;
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3) Merevisi pedoman pelaporan dengan mewajibkan adanya
rencana aksi pasca pelaksanaan PDLN, sehingga manfaat
perjalanan tidak hanya berhenti pada laporan kronologis
perjalanan, tetapi pada dampak kinerja.

Strategi Perbaikan Context of Implementation (Meningkatkan

Kapasitas & Efisiensi). Strategi ini berfokus pada penguatan

lingkungan organisasi agar mampu menjalankan kebijakan secara

cepat, adaptif, dan responsif dengan dengan menerapkan/menyusun:

1) Membangun aplikasi internal yang terintegrasi (seperti One-
Gate System) untuk memangkas alur birokrasi yang panjang.
Sistem ini harus mampu melakukan tracking status izin secara
real-time untuk mengurangi inefisiensi waktu yang selama ini
dikeluhkan;

2) Membentuk tim kerja permanen yang melibatkan fungsi
Keuangan, Kerja Sama, dan SDM di Sekretariat BPPSDM KP.
Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral dan
memastikan proses verifikasi dokumen dilakukan secara
simultan, bukan sekuensial (berjenjang lama);

3) Meningkatkan kapasitas aktor pelaksana di tingkat unit kerja
melalui  bimbingan teknis rutin mengenai tata kelola
administrasi PDLN, sehingga meminimalkan kesalahan
dokumen di tahap awal.

Strategi Penguatan Akuntabilitas dan OQutcome. Strategi ini

dirancang untuk memastikan bahwa setiap investasi negara melalui

PDLN memberikan nilai tambah nyata bagi institusi dengan

menerapkan/menyusun:

1) Membuat repositori digital sebagai wadah transfer pengetahuan
dimana setiap peserta PDLN wajib mengunggah materi dan
hasil kajian ke dalam KMS yang dapat diakses oleh seluruh
pegawai BPPSDM KP;
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2) Mandatori knowledge sharing dengan mengadakan kegiatan
berbagi pengetahuan (seperti seminar atau webinar internal)
sebagai syarat administratif mutlak bagi setiap peserta pasca
Pelaksanaan PDLN;

3) Melakukan evaluasi berkala (3-6 bulan) terhadap implementasi
rencana aksi yang telah disusun peserta pasca-PDLN untuk
melihat apakah pengetahuan yang didapat benar-benar
diterapkan dalam unit kerja masing-masing;

4) Memberikan poin kinerja atau prioritas bagi pegawai yang
disiplin dan berkualitas dalam pelaporan, serta memberikan
penangguhan izin PDLN berikutnya bagi pelaksana yang secara

konsisten terlambat dalam menyampaikan laporan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penellitian, berikut disampaikan saran

yang dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan strategi kebijakan
penyelenggaraan PDLN di BPPSDM KP:

1.

Kepala BPPSDM KP dan Sekretaris BPPSDM KP harus segera
menginisiasi penyusunan regulasi turunan yang bersifat teknis untuk
menutup celah diskresi dengan melakukan penyusunan Surat Keputusan
(SK) Kepala BPPSDM KP mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan
PDLN yang mencakup standar biaya (UH 40% & 100%) dan kriteria
seleksi berbasis Training Need Assessment dengan melibatkan Tim Kerja
SDM Aparatur berkolaborasi dengan Tim Kerja Keuangan, dan Tim Kerja
Kerja Sama. Adapun target dokumen yang dihasilkan yaitu pedoman
teknis disahkan dan disosialisasikan ke seluruh Satuan Kerja
(Satker)/UPT.

Penyiapan transformasi digital dan integrasi sistem informasi (jangka
Menengah 3—6 Bulan ke depan) guna menghilangkan adanya inefisiensi
birokrasi melalui otomatisasi proses bisnis yang selama ini bersifat

manual. Pengembangan atau optimalisasi aplikasi internal (One-Gate
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System) yang mengintegrasikan pengusulan, verifikasi, hingga repositori
laporan. Sistem ini harus memiliki fitur notifikasi otomatis bagi peserta
yang terlambat lapor. Menugaskan Tim Kerja Data (IT) sebagai
pengembang, dan Tim Kerja Kerja Sama sebagai operator system dengan
target sistem digital dapat beroperasi penuh dan terintegrasi dengan basis
data kinerja pegawai.

Pelembagaan Manajemen Pengetahuan dan Akuntabilitas (Jangka
Panjang: >6 Bulan) dengan menginstruksikan seluruh hasil PDLN dari
pengalaman individu menjadi aset intelektual organisasi secara
berkelanjutan. Pemberlakuan syarat bebas kewajiban administrasi PDLN
sebagai prasyarat pengajuan PDLN berikutnya. Pegawai tidak dapat
diusulkan kembali jika belum mengunggah laporan substantif ke KMS dan
melakukan Knowledge Sharing (Seminar/Webinar). Kepala BPPSDM
bersama Kepala UPT sebagai pengawas langsung, dan Tim Kerja Kerja
Sama sebagai verifikator konten Knowledge Management System (KMS),
sehingga diharpkan terbentuknya bank pengetahuan digital yang dapat
diakses sebagai referensi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM secara
luas.

Kepala BPPSDM harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan
memiliki Return on Investment (ROI) yang jelas bagi organisasi dengan
melaksanakan rapat koordinasi triwulanan lintas unit untuk mengevaluasi
realisasi rencana aksi (action plan) peserta PDLN. Selain itu, melakukan
audit kinerja tematik terhadap manfaat PDLN. Selain itu, Sekretaris
BPPSDM KP sebagai pimpinan koordinasi dan Inspektorat Jenderal
(APIP) sebagai pengawas eksternal/kualitas perlu menyampaikan laporan

evaluasi dampak PDLN terhadap KPI organisasi.
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